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Abstract

This study explores the role of halal certification in strengthening the Islamic economy in
Indonesia, a country with the world's largest Muslim population. Using a qualitative approach,
the research examines the state of Islamic economic growth and the strategic impact of halal
certification on MSMEs. The findings suggest that halal certification enhances the
competitiveness of local products in the global market by improving product quality and
fostering consumer trust. Additionally, halal certification supports the development of a
sustainable Islamic economic ecosystem, particularly in the food and beverage sector, which
serves as a key driver of growth. However, challenges in implementing certification, such as
the lack of understanding among MSMEs regarding procedures and the importance of halal
certification, remain significant obstacles. Regulatory support, such as Law Number 33 of
2014, has accelerated the adoption of halal certification. This study concludes that halal
certification is a crucial element in optimizing Indonesia's Islamic economic potential and
provides strategic recommendations to increase MSME participation in the global halal
ecosystem.
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Abstrak

Penelitian ini mengeksplorasi peran sertifikasi halal dalam memperkuat ekonomi syariah di
Indonesia, yang merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Dengan
pendekatan kualitatif, penelitian ini menggali kondisi pertumbuhan ekonomi syariah serta
dampak strategis sertifikasi halal terhadap sektor UMKM. Hasil menunjukkan bahwa sertifikasi
halal berkontribusi pada peningkatan daya saing produk lokal di pasar global melalui
peningkatan kualitas dan kepercayaan konsumen. Selain itu, sertifikasi halal mendukung
terciptanya ekosistem ekonomi syariah yang berkelanjutan, terutama dalam sektor makanan
dan minuman, yang menjadi kontributor utama pertumbuhan. Namun, tantangan dalam
implementasi sertifikasi, seperti kurangnya pemahaman pelaku UMKM tentang prosedur dan
pentingnya sertifikasi halal, menjadi kendala utama. Dukungan regulasi, seperti Undang-
Undang Nomor 33 Tahun 2014, telah mempercepat adopsi sertifikasi halal. Penelitian ini
menyimpulkan bahwa sertifikasi halal merupakan elemen kunci dalam mengoptimalkan
potensi ekonomi syariah Indonesia dan memberikan rekomendasi strategis untuk
meningkatkan partisipasi UMKM dalam ekosistem halal global.
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1. Pendahuluan

Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki potensi
yang sangat besar dalam pengembangan ekonomi syariah. Salah satu elemen kunci
yang mendukung pertumbuhan ekonomi syariah adalah sertifikasi halal. Sertifikasi ini
tidak hanya berfungsi untuk memastikan bahwa suatu produk sesuai dengan syariat
Islam, tetapi juga menjadi faktor penting dalam daya saing di pasar global. Menurut
laporan “State of The Global Islamic Economy” tahun 2023, pasar produk halal secara
global diprediksi mencapai nilai 4,96 triliun USD pada tahun 2030. Angka ini
menunjukkan adanya peningkatan kesadaran dan kebutuhan konsumen terhadap
produk halal, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia.

Namun, implementasi sertifikasi halal di Indonesia menghadapi berbagai tantangan.
Beberapa penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh (Akbar et al., 2023),
mencatat kendala yang dihadapi oleh pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM),
termasuk kurangnya kesadaran akan pentingnya sertifikasi halal. Banyak pelaku
UMKM beranggapan bahwa mereka tidak memerlukan sertifikasi tersebut karena
bahan-bahan yang digunakan sudah dainggap memnuhi standar halal. Di sisi lain,
sertifikasi halal telah terbukti memiliki dampak positif terhadap kepercayaan konsumen
dan loyalitas pelanggan, yang menunjukkan bahwa ada gap antara pemahaman
pelaku usaha dan realitas pasar.

Berdasarkan literatur yang ada, penilitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran
strategis sertifikasi halal dalam memperkuat ekonomi syariah di Indonesia. Penelitian
ini juga berupaya menjelaskan kondisi pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia
serta bagaimana sertifikasi halal dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selain
itu, penelitian ini akan mengkaji urgensi sertifikasi halal dan dampaknya terhadap
pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia.

Novelty dari penelitian ini terletak pada pendekatan yang mengintegrasikan analisis
kualitatid untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai peran
sertifikasi halal dalam konteks ekonomi syariah. Dengan pendekatan ini, diharapkan
penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan pada literatur ekonomi syariah
dan memberikan panduan strategis bagi para pemangku kepentingan dalam
mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis nilai-nilai Islam di Indonesia.

2. Tinjauan Pustaka

Urgensi Sertifikasi Halal

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, urgensi/n merupakan keharusan yang
mendesak; hal sangat penting: Urgensi diambil dari kata serapan asing “urgent” yang
berarti kepentingan mendesak. Lebih luas, arti urgensi adalah situasi yang diliputi
suasana mendesak, seperti saat menghadapi masalah yang harus segera
diselesaikan. Sementara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti urgensi
adalah keharusan yang mendesak atau hal yang sangat penting.

Urgensi sertifikasi halal dalam konteks ekonomi syariah semakin meningkat seiring
dengan kesadaran masyarakat akan pentingnya produk yang sesuai dengan prinsip
syariah. Sertifikasi halal tidak hanya berfungsi sebagai jaminan bahwa produk tersebut
memenuhi standar halal, tetapi juga sebagai alat untuk meningkatkan daya saing
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produk di pasar, terutama bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)(Riany Eris
et al., 2023).

Sertifikasi halal merupakan aspek penting dalam industri makanan dan minuman,
terutama di negara-negara dengan populasi Muslim yang besar seperti Indonesia.
Sertifikasi ini tidak hanya berfungsi sebagai jaminan bahwa produk memenuhi standar
syariah, tetapi juga berperan dalam meningkatkan kepercayaan konsumen dan nilai
tambah produk. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan
Produk Halal, semua produk yang beredar di Indonesia diwajibkan untuk memiliki
sertifikat halal, yang mulai berlaku secara bertahap sejak Oktober 2019 (Hamidatun &
Pujilestari, 2022). Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan
bahwa produk yang dikonsumsi oleh masyarakat, baik Muslim maupun non-Muslim,
memenuhi kriteria halal yang ditetapkan (Susetyohadi et al., 2021).

Di sisi lain, pentingnya sertifikasi halal juga diakui dalam konteks global, di mana
Indonesia berupaya untuk menjadi pusat halal dunia. Penelitian menunjukkan bahwa
industri halal dapat berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, termasuk
peningkatan produk domestik bruto (GDP) dan kesempatan kerja (Arifai, 2023). Oleh
karena itu, penguatan sistem sertifikasi halal dan peningkatan kesadaran masyarakat
tentang pentingnya produk halal menjadi sangat krusial dalam mendukung
pertumbuhan industri ini (Purbasari et al., 2023). Secara keseluruhan, sertifikasi halal
tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan konsumen Muslim,
tetapi juga sebagai strategi untuk meningkatkan daya saing produk di pasar global.
Dengan adanya dukungan dari pemerintah dan pemahaman yang lebih baik di
kalangan pelaku usaha, diharapkan proses sertifikasi halal dapat berjalan lebih efektif
dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi semua pihak yang terlibat.

Ekonomi Syariah
Ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip
syariah Islam, yang menekankan pada keadilan, transparansi, dan tanggung jawab
sosial. Salah satu karakteristik utama dari ekonomi syariah adalah larangan terhadap
riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan transaksi yang melibatkan barang haram
(Lelis et al., 2023). Dalam konteks ini, lembaga keuangan syariah, seperti bank syariah
dan sukuk, berperan penting dalam menyediakan alternatif pembiayaan yang sesuai
dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip-
prinsip syariah dalam keuangan tidak hanya berkontribusi pada stabilitas ekonomi,
tetapi juga mendorong inklusi keuangan dan pengurangan kemiskinan (Harti, 2024).
Lebih lanjut, ekonomi syariah juga menekankan pada tanggung jawab sosial dan
keberlanjutan. Prinsip-prinsip etika dalam bisnis yang diusung oleh keuangan syariah
mendorong praktik bisnis yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan, yang
sejalan dengan tuntutan masyarakat modern untuk model bisnis yang tidak hanya
mengutamakan profit tetapi juga dampak sosial dan lingkungan (Sofyan et al., 2023).
3. Metode Penelitian
Metode penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk memahami
fenomena sosial dengan cara yang mendalam dan komprehensif. Pendekatan ini
berfokus pada pengumpukan data deskriptif yang bersifat kualitatif, seperti
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wawancara, observasi, dan analisis dokumen, untuk menggali makna dari
pengalaman dan perspektif individu arau kelompok yang diteliti (Suyitno, 2021). Dalam
penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam pengumpulan
data, yang memungkinkan mereka untuk menangkap nuansa dan konteks yang
mungkin tidak dapat diukur dengan metode kuantitatif (Makalunsenge et al., 2023).

Salah satu karakteristik utama dari metode kualitatif adalah sifatnya yang deskriptif
dan induktif. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada
proses dan konteks di mana data dikumpulkan. Secara keseluruhan, metode
penelitian kualitatif memberikan kerangka kerja yang fleksibel dan adaptif untuk
memahami fenomena sosial yang kompleks. Dengan menekankan pada makna dan
konteks, penelitian kualitatif mampu memberikan wawasan yang mendalam tentang
perilaku manusia dan interaksi sosial, yang sering kali tidak dapat ditangkap oleh
metode kuantitatif (Alaslan, 2022).

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh
dari analisis dokumen, seperti laporan penelitian sebelumnya, publikasi pemerintah,
dan data statistik yang relevan. Dokumen-dokumen ini memberikan konteks tambahan
dan mendukung pemahaman tentang tren dan tantangan yang dihadapi dalam
implementasi sertifikasi halal di Indonesia.

Mekanisme penelitian dimulai dengan tahap pengumpulan data. Peneliti melakukan
pencarian data pada berbagai sumber yang terpercaya dan relevan dengan judul
penelitian ini. Setelah pengumpulan data, langkah selanjutnya adalah analisis data.
Data yang diperoleh dari literatur review akan di analisis menggunakan analisis
tematik. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola,tema, dan makna yang
muncul dari data. Dengan pendekatan ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan
wawasan yang mendalam tentang peran sertifikasi halal dalam memperkuat ekonomi
syariah di Indonesia.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Hasil penelitian
Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia
Ekonomi syariah di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang semakin pesat dalam
beberapa tahun terakhir, termasuk pada tahun 2023 dan 2024. Hal ini didorong oleh
berbagai faktor seperti meningkatnya kesadaran akan nilai-nilai syariah, dukungan dari
pemerintah, serta inovasi produk dan layanan keuangan syariah. Pada tahun 2017,
industri keuangan syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan sebesar 26,59%.
Total aset keuangan syariah mencapai Rp 1.133,72 triliun atau sekitar USD 83,68
miliar, terdiri dari sektor perbankan syariah (38,37%), industri keuangan non-bank
syariah (8,74%), dan pasar modal syariah (52,88%) (Kamil, 2024).

Pertumbuhan yang signifikan ini tidak terlepas dari minat dan antusiasme
masyarakat Indonesia terhadap produk-produk dan layanan keuangan yang sesuai
dengan prinsip-peinsip syariah (Suharli et al., 2022).
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Sumber: 1 CNBC Indonesia Tahun 2023-2024
Gambar 1. Pengakuan Internasional untuk ekonomi syariah Indonesia

Pada Gambar 1. menjukkan bebrapa pengakuan internasional yang diterima oleh
Indonesia terkait perkembangan ekonomi syariah. Pencapaian ini menjadi sebuah
bukti tertulis bahwa Indonesia telah berhasil memanfaatkan potensi besar ekonomi
syariah melalui berbagai strategi yang melibatkan sektor halal, keuangan syariah, dan
sertifikasi halal.

Pada Gambar 1 bagian kiri atas menjelaskan bahwa indonesia menduduki peringkat
1 dalam Global Muslim Travel Index (GMTI) tahun 2023 dan 2024 yang mencerminkan
keberhasilan sektor pariwisata halal Indonesia. Destinasi wisata halal didukung oleh
produk halal dan layanan ramah muslim sehingga memberikan kontribusi yang
signifikan terhadap ekonomi syariah. Pada bagian kanan atas menjelaskan Indonesia
menempati posisi ke 3 dalam Global Islamic Economy Indicator (GIEI) 2023 yang
menunjukkan bahwa ekosistem ekonomi syariah Indonesia terus berkembang,
melibatkan sektor-sektor seperti makanan halal, fesyen muslim, dan kosmetik halal.
Hal ini diperkuat dengan implementasi sertifikasi halal yang wajib bagi pelaku usaha,
termask UMKM.

Pada Gambar 1 bagian kiri bawah menjelaskan Indonesia berada di urutan ke 3
pada Islamic Finance Development Indicator (IFDI) sehingga menunjukkan adanya
kemajuan signifikan pada sektor keuangan syariah Indonesia, yang memberikan
pembiayaan inklusif bagi UMKM berbasis syariah. Ini mempermudah UMKM untuk
meningkatkan daya saing melalui pengembangan produk halal. Dan untuk bagian
kanan bawah itu menjelaskan posisi indonesia berada di ranking ke 3 pada Global
Islamic Finance Report (GIFR) yang mencerminkan inovasi keuangan syariah
Indonesia, perbankan syariah, dan asuransi syariah. Keuangan syariah menjadi salah
satu penggerak utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi syariah.

Pencapaian ini terkait erat dengan peran sertifikasi halal sebagai elemen penting
dalam penguatan ekonomi syariah di Indonesia. Sertifikasi halal menjadi syarat dasar
kepercayaan konsumen terhadap kehalalan dari suatu produk. Sertifikasi halal
berperan dalam membantu konsumen untuk menghindari kebingungan dalam memilih
produk yang sesuai dengan prinsip halal.
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Penerapan Sertifikasi Halal di Indonesia
Penerapan sertifikasi halal di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan,
terutama setalah disahkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang
Jaminan Produk Halal (UU JPH). UU ini menetapkan baahwa semua produk yang
beredar di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan makanan dan minuman, harus
memiliki sertifikat halal sebagai jaminan bahwa produk tersebut memenuhi standar
syariah Islam (Akmal, 2021). Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)
dibentuk sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan sertifikasi halal,
menggantikan peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang sebelumnya mengawasi
proses pembuatan sertifikasi halal (Faridah, 2019). Dengan adanya regulasi ini, pelaku
usaha, terutama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), diharapkan dapat lebih
mudah mendapatkan sertifikasi halal, yang pada gilirannya akan meningkatkan
kepercayaan konsumen dan daya saing produk di pasar (Sadiyah & Erawati, 2024).
Sektor UMKM merupakan lembaga bisnis yang menjadi penggerak perekonomian
dan mampu bertahan menghadapi krisis baik dikanca nasional maupun internasional.
Sejak disahkannya UU JPH, UMKM dihadapkan dengan tantangan baru yaitu
keharusan memiliki sertfikasi halal disetiap produk yang dipasarkan. Sertifikasi halal
sejatinya merupakan kebutuhan bagi UMKM dalam upaya mengembangkan dan
memajukan usahanya. Dikarenakan sertifikasi halal yang dimiliki UMKM mampu
meningkatkan minat beli, keputusan pembelian dan penjualan.

Data Seniiil(asi IIaIaI

| ATASERTIFKAT WA Total:

®m Pendaftaran : B ] 4.418.343
1.856.131 Usaha Besar : Usaha Kecll :

m Proses sertifikasi
AR mmmsmewsigrese Gnaanb R
116.364 Usaha Meneniah 2

m Produk sudah
sertifikasi halal :

4.418.343

m 2019
= 2020 9.101
w2021 :17.820
= 2022 :139.729

" 2023 :
1.368.722

® 2024 :
320.448
(data
sementara)

Sumber: 2 BPJPH Kemenag
Gambar 1. Data Sertifikasi Halal Berdasarkan Skala di Indonesia Tahun 2024

Pada Gambar 2. Menggambarkan data sertifikasi halal di Indonesia pada tahun
2024. Data menunjukkan bahwa terdapat total 4.418.343 sertifikasi halal yang terbit,
dengan rincian 1.856.131 pendaftar baru, 116. 364 proses sertifikasi halal dan
4.418.342 produk yang sudah bersertifikasi halal. Data tersebut juga menunjukkan
pembagian berdasarkan skala usaha, yaitu 542.823 sertifikasi untuk usaha besar, 158.
147 untuk usaha menengah, 243.574 untuk usaha kecil, dan 3. 473. 799 untuk usaha
mikro.
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Grafik pada gambar menunjukkan tren pendaftaran sertifikasi halal per tahun, yang
menunjukkan peningkatkan signifikan dari tahun 2019 hingga 2023, dengan jumlah
pendaftaran di tahun 2023 mencapai 1.368.722. hal ini menunjukkan bahwa
kesadaran dan penerapan sertifikasi halal di Indonesia terus meningkat, dengan
semakin banyaknya pelaku usaha yang ingin mendapatkan sertifikasi halal untuk
produknya.

Namun, penerapan sertifikasi halal tidak tanpa tantangan. Banyak UMKM yang
masih menghadapi kesulitan dalam memahami proses sertifikasi dan memenuhi
persayaratan yang ditetapkan (Puspita Ningrum, 2022). Selain itu, meskipun
pemerintah memberikan dukungan melalui anggaran untuk membantu biaya
sertifikasi, kesadaran dan pengetahuan tentang pentingnya sertfikasi halal di kalangan
pelaku usaha masih rendah (Mellita et al., 2020). Adapun penelitian yang dilakukan
oleh (Hasan et al., 2020) menunjukkan bahwa sertifikasi halal tidak hanya berfungsi
sebagai label, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kinerja bisnis dan
kepercayaan konsumen.

Praktek sertifikasi halal tidak hanya berkaitan dengan produk makanan, minuman,
dan kosmetik serta obat-obatan. Sertifikasi halal pada oabt di Indonesia sangat
diperlukan, 90% bahan baku obat di impir dari negara non muslim, sehingga obat yang
beredar di Indonesia harus bersertfikat halal. Adapun sanksi administratif yang
diterapkan terhadap pelanggar Jaminan Produk Halal perlu dialihkan kepada hukum
pidana/ hukum publik yang dapat dilihat berdasarkan sudut pandangan kepentingan
masyarakatnya (Jubaedah et al., 2023). Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan
lembaga terkait untuk terus melakukan sosialisasi dan memberikan pelatihan kepada
pelaku usaha agar mereka dapat memanfaatkan sertifikasi halal secara optimal.

Urgensi Sertifikasi Halal Bagi Pertumbuhan Ekonomi Syariah di Indonesia
Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia juga tidak terlepas dari beberapa faktor
pendorong. Secara sederhana, faktor-faktor itu dkelompokkan menjadi faktor
eksternal dan internal. Faktor eksternal adalah penyebab yang datang dari luar negeri,
berupa perkembangan ekonomi syariah di negara-negara lain. Kesadaran ini
kemudian 'mewabah’ ke negara-negara lain dan akhirnya sampai ke Indonesia.
Sedangkan faktor internal adalah kenyataan bahwa Indonesia ditakdirkan menjadi
negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia. Fakta ini menimbulkan
kesadaran di sebagian cendikiawan dan praktisi ekonomi tentang perlunya suatu
ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dijalankan oleh masyarakat Muslim di
Indonesia (Bagaskara & Rohmadi, 2024).

Dengan populasi mayoritas Muslim di dunia, Indonesia dinobatkan sebagai negara
dengan konsumen terbesar pada pasar internasional dalam produk halal. Pada bidang
produksi, sumbangsih Indonesia masih belum dioptimalkan. Selaras dengan penelitian
yang dilakukan oleh (Eny Latifah & Yusuf Yusuf, 2024) menunjukkan bahwa tantangan
pada produk halal yang beredar di masyarakat tidak disertai dengan sertifikasi halal
yang berlaku secara global. Lebih lanjut, muncul problematika dari Undang-Undang
Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Seiring dengan tantangan yang
dihadapi, Indonesia memiliki peluang untuk memajukan industri halal melalui
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peningkatan sertifikasi halal pada setiap produk yang dipasarkan. Penelitian yang
dilakukan oleh (Dzakiyatun Nisa Nurun Nabilah et al., 2024) membuktikan bahwa
sertifikasi halal berpengaruh pada tingkat kesadaran halal pada masyarakat maka
akan meningkatkan produk makanan halal di Indonesia.

Irend Pendaftaran Sertifikat Halal Self Declare
307,650

125,218

22,419
35412
21 1,609 9901352 1.641

Sumber: 3 Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
Gambar 3. Grafik Trend Pendaftaran Sertifikat Halal Delfcare

Menurut gambar diatas Grafik di atas menunjukkan tren pendaftaran Sertifikat Halal
Self Declare dari tahun 2020 hingga 2024, dengan peningkatan signifikan yang terlihat
pada awal tahun 2023, mencapai puncak di angka 307.650 pendaftar. Lonjakan ini
mencerminkan tingginya kesadaran pelaku usaha, terutama di sektor UMKM, terhadap
pentingnya sertifikasi halal sebagai langkah strategis untuk memenuhi kebutuhan
pasar dan membangun kepercayaan konsumen. Sertifikasi halal tidak hanya menjadi
bentuk pemenuhan regulasi, tetapi juga merupakan faktor penting dalam
meningkatkan daya saing produk lokal, baik di pasar domestik maupun global. Hal ini
mendukung ekosistem ekonomi syariah yang semakin berkembang di Indonesia,
sejalan dengan visinya untuk menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Dengan semakin
banyaknya produk bersertifikat halal, diharapkan kontribusi sektor ini terhadap
pertumbuhan ekonomi nasional akan semakin besar, sekaligus memperkuat posisi
Indonesia dalam perdagangan halal global.

Sertifikasi halal memiliki peran penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi
Indonesia, terutama melalui sektor UMKM yang mampu memperkuat daya saing di
pasar internasional. Dengan sertifikasi halal, UMKM dapat meningkatkan kualitas
produk sekaligus membangun kepercayaan global terhadap Indonesia sebagai
produsen halal. Indonesia sendiri tercatat sebagai negara keempat dengan potensi
ekonomi syariah tertinggi di dunia berdasarkan skor Global Islamic Economy Indicator
(GIEI) 2020 sebesar 68,5 poin. Selain itu, inisiatif UMKM Halal on Board pada platform
digital telah meningkatkan efisiensi sekaligus memperluas jangkauan pemasaran, baik
di dalam maupun luar negeri. Sektor makanan dan minuman menjadi salah satu yang
paling potensial, dengan pertumbuhan industri ini mencapai 3,75% pada triwulan
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pertama 2022, meningkat dari 2,45% pada 2021, menurut data Dirjen Industri Agro.
Bahkan, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyebutkan bahwa
ekspor makanan dan minuman pada Januari hingga Juni 2022 mencapai $21,3 miliar,
naik 9% dibandingkan tahun 2021 yang berada di angka $19,5 miliar.

Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa urgensi sertifikasi halal di Indonesia
sangat penting untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi syariah. Sertifikasi halal
tidak hanya berperan dalam memperkuat perekonomian, tetapi juga menjadi faktor
utama dalam mendorong optimalisasi produksi halal. Selain itu, sertifikasi ini
memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam mengonsumsi bahan pangan,
sekaligus meningkatkan kualitas dan mutu makanan yang memberikan dampak positif
bagi kesehatan.

4.2. Pembahasan

Literatur review mengenai “Peran Sertifikasi Halal pada UMKM dalam Memperkuat
Ekonomi Syariah di Indonesia” menggambarkan perkembangan ekonomi syariah di
Indonesia menunjukkan kemajuan yang signifikan, didorong oleh potensi besar
sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Ekonomi syariah di
Indonesia telah menunjukkan pertumbuhan pesat, terutama dalam sektor keuangan
syariah, dengan total aset mencapai Rp 1.133,72 triliun pada tahun 2017 (Kamil,
2024). Indonesia juga menempati posisi terdepan di beberapa indikator ekonomi
syariah global, seperti peringkat pertama dalam Global Muslim Travel Index (GMTI)
tahun 2023 dan 2024 serta peringkat ketiga dalam Global Islamic Economy Indicator
(GIEl) 2023 (Akmal, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia mampu
memanfaatkan potensi ekonomi syariah, baik dari sektor keuangan maupun produk
halal. Sementara itu, penerapan sertifikasi halal di Indonesia semakin berkembang,
dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk
Halal, yang mewajibkan semua produk yang beredar di Indonesia untuk memiliki
sertifikasi halal. Meskipun begitu, tantangan bagi pelaku UMKM masih ada, terutama
dalam memahami dan memenuhi persyaratan sertifikasi halal (Puspita Ningrum,
2022), yang menjadi hambatan dalam mengoptimalkan potensi mereka.

Urgensi sertifikasi halal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi syariah semakin
penting, karena sertifikasi halal tidak hanya menjamin produk sesuai dengan prinsip
syariah, tetapi juga meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global.
Sertifikasi halal berperan dalam memperkuat kepercayaan konsumen baik domestik
maupun internasional, yang pada gilirannya meningkatkan nilai tambah produk dan
ekspor. Dengan adanya regulasi yang lebih baik dan kesadaran yang terus
berkembang di kalangan pelaku usaha, terutama UMKM, sertifikasi halal dapat
menjadi alat yang kuat untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi syariah di
Indonesia. Penelitian oleh Pramintasari & Fatmawati (2017) menunjukkan bahwa
sertifikasi halal berperan penting dalam meningkatkan kesadaran halal di masyarakat,
yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan produk halal Indonesia di pasar
global.

Pemerintah Indonesia telah menyadari pentingnya sertifikasi halal dalam
memperkuat ekonomi syariah di negara ini. Sebagai negara dengan populasi Muslim
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terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan ekonomi

berbasis nilai-nilai Islam (Gayatri Anggarkasih & Sukmana Resma, 2022). Namun,

terdapat beberapa tantangan dalam implementasi sertifikasi halal yang perlu dihadapi,
seperti kurangnya kesadaran pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) akan

pentingnya sertifikasi halal (Bakar et al., 2023).

Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah Indonesia telah mengambil
langkah-langkah strategis guna mendorong sertifikasi halal secara lebih masif dan
mencapai target yang ditetapkan. Strategi-strategi tersebut mencakup penguatan
regulasi dan otoritas sertifikasi halal, peningkatan kesadaran dan pemahaman pelaku
usaha, penyederhanaan proses sertifikasi, serta optimalisasi peran Badan
Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) (Nur & Istikomah, 2021). Melalui
upaya-upaya ini, pemerintah berupaya untuk meningkatkan partisipasi pelaku usaha
dalam sertifikasi halal dan memperkuat daya saing produk halal Indonesia di pasar
global (Qoniah, 2022).

Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah strategis untuk mendorong
sertifikasi halal secara lebih masif dan mencapai target yang ditetapkan. Beberapa
strategi yang dilakukan pemerintah antara lain:

1. Memperkuat regulasi dan otoritas sertifikasi halal (Siska et al., 2020). Pemerintah
telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan
Produk Halal, yang memberikan kewenangan penuh kepada Majelis Ulama
Indonesia (MUI) untuk mengawasi dan memeriksa produk sebelum menerbitkan
sertifikasi halal.

2. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman pelaku usaha, terutama UMKM,
tentang pentingnya sertifikasi halal Pemerintah melakukan berbagai program
sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan untuk mendorong UMKM mengurus
sertifikasi halal.

3. Menyederhanakan dan memfasilitasi proses sertifikasi halal, termasuk melalui
program sertifikasi halal gratis dengan skema self-declare bagi UMKM.

4. Mengoptimalkan peran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)
sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan jaminan produk
halal di Indonesia (Anas et al., 2023).

5. Mendorong peningkatan daya saing produk halal Indonesia di pasar global,
termasuk melalui upaya peningkatan akses pasar ekspor, optimalisasi rantai
pasok, dan pemanfaatan e-commerce.

Dengan strategi-strategi tersebut, pemerintah berupaya untuk meningkatkan
kesadaran, pemahaman, dan partisipasi pelaku usaha dalam sertifikasi halal, serta
memperkuat daya saing produk halal Indonesia di pasar global. Hal ini diharapkan
dapat mendorong pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia secara lebih masif dan
berkelanjutan.

5. Kesimpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa sertifikasi halal merupakan instrumen strategis yang
sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia.
Sertifikasi halal tidak hanya memastikan kesesuaian produk dengan syariat Islam,
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tetapi juga meningkatkan daya saing produk di pasar global. Hal ini memberikan
dampak signifikan pada pengembangan UMKM, yang terbukti mampu meningkatkan
kualitas produk, memperluas pasar, dan membangun kepercayaan konsumen.
Kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya sertifikasi halal semakin meningkat,
seiring dengan dukungan regulasi pemerintah yang mewajibkan sertifikasi halal pada
berbagai produk.

Indonesia juga mendapatkan pengakuan internasional di berbagai sektor halal,
seperti pariwisata halal dan keuangan syariah, yang menunjukkan potensinya sebagai
pusat ekonomi halal global. Dengan pencapaian ini, sertifikasi halal berperan penting
dalam memperkuat ekosistem ekonomi syariah nasional, mempercepat pertumbuhan
UMKM, dan mendukung visi Indonesia menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Oleh
karena itu, dengan dukungan regulasi yang baik, inovasi teknologi, dan partisipasi aktif
seluruh pemangku kepentingan, sertifikasi halal diharapkan terus memberikan
kontribusi positif bagi perekonomian nasional.

Untuk mengoptimalkan peran sertifikasi halal dalam mendukung pertumbuhan
ekonomi syariah, pemerintah dan lembaga terkait disarankan untuk memperluas
sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya sertifikasi halal kepada pelaku usaha,
khususnya UMKM. Selain itu, perlu dilakukan penyederhanaan proses sertifikasi agar
lebih mudah diakses oleh pelaku usaha kecil. Dukungan berbasis teknologi, seperti
aplikasi digital untuk pengajuan dan monitoring sertifikasi, juga perlu ditingkatkan guna
mempercepat proses dan meningkatkan efisiensi. Penelitian lanjutan mengenai
dampak sertifikasi halal pada sektor-sektor ekonomi lainnya juga diperlukan untuk
memberikan wawasan lebih luas dan solusi strategis dalam pengembangan ekosistem
ekonomi syariah di Indonesia.
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